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NOMOR 0021, 10 him.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2025

Abstrak : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi
Kementerian negara/lembaga/instansi  pemerintah, diperlukan
pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih,
bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan
dan Penegakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Poso tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Poso Tahun 2025.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 — 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233), Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
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Catatan :

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapah
kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826), Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi
Komisi Pemilhan Umum Tahun 2020-2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2025.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Januari 2025
Lampiran : 2 Halaman
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